» uT
KRITERIA SAKSI ANILI PADA PRAKTEK PERSIDANGAN MENUR
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian

~ Sarjana Hukum

A
i '

' |

. 7 b

Vol 3
ol X i :
Te ) d W

i iy

‘Iﬁ?'};}fah-}'r s :‘;: nb'fﬂ 3

Dipindai dengan CamScanner



LANDA FERSETUJUAN SKRIFSI

MUTIANA FUTRI HAMADHINA

Nama '
NIM L 01180020
Jurvsan ¢ MU HUKUM

Judul Skripsl 1+ KRITERIA  SAKSI  AHLI  FADA FRAKTEK
PERSIDANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA DAN NUKUM ISLAM

Palembang,19 MARET 2019

Dipindai dengan CamScanner



KRHEITEHIASARNIAINILIVARBA FHAKTER W) BNMIAME AN MENSY ML
FILUKREAL A AHA PINANA INIMINENIA AN MU B N AM

Pembimbdng Verlama

iW 1 IALIMAMIAN 11 MR B
Pembimbiing K edua,

MALITMN TUAMITAME SEL MU

Penulis,
MUTIARA PUTRI RAMAITHIINA

TIRRILIARIY

ANNTHANK

Masuknya seorang  ahll  kedalam  sustu  persiduangan
sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan bogiti sjn  Hlakim sebmpn
pemegang  kekuasaan  administrati Al pengadilan diborikan  kewsrangsn vtk
menerima atau menolak seorang ahll yang ingin memberikan opininys di hadapsn
persidangan. Dalam hukum i Indonesia, meskipun tdak ada norms hukum ysng
mengatur secara tegas terkait kapan dan dalam hal aps sajn seorang ahli i zinkan
atau tidaknya memberikan keterangan dipersidangan, dadam  pembuktinn perkan
pidana  hakim permnah  melakukan penolakan terhadap ahll yang dinjukan &
persidangan.
Dengan  menggunakan metodologl  yuridis  normatif yaltu  penelitian yang
ustaka, penulis bermaksud akan menjawab

 dilakukan dengan cara meneliti bahan p
salahan yang ada yaitu mengenal bagaimana kriteria saksi ahli pada prakiek
- persidangan menurul hukum acara pidana indonesia serta bigatmanakah kriteria saks)
ahli pada praktek persidangan menurul hukum Islam.
Kriteria ahli adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan
memiliki keahlian atas suatu bidang ilmu. KUHAP tidak memberikan

porkars  pidans

dalam persidangan. ;
. P mm tersediri agar seorang itu bisa dikatakan

yli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiki ahli itu wrdm dan
k. Petama berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagal ahli
at kerjaan, profesi, dll. Kedua dilihat dari
atakan harus sesuai dengan keahliannya atau
idakwakan. Berkaitan
ahli dan syaral
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